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Abstract 
The study aims to determine and analyze simultaneous and partial influences of human 
resource, administration, and monitoring on securing local-owned properties in govermental 
working units in Buol Regency. Population consists of 52 units in Buol, sample determined with 
census sampling. Respondents of 104 people consist of heads of financial and assets divisions and 
properties caretakers. Data collected through questionnaires and analyzed with statistical package 
for social science program. Method of analysis is multiple linear regressions. The study finds that: 
1) human resource, administration, and monitoring simultaneously have significant influence on 
securing local-owned properties in governmental working units in Buol Regency; 2) human 
resource partially has insignificant influence on securing local-owned properties in governmental 
working units in Buol Regency; 3) administration partially has significant influence on securing 
local-owned properties in governmental working units in Buol Regency; 4) monitoring partially has 
significant influence on securing local-owned properties in governmental working units in Buol 
Regency.  
Keywords : Securing local-owned properties, human resource, administration, and monitoring 
Era reformasi saat ini menyebabkan 
semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas 
penyelenggaraan yang bersih, adil, transparan 
dan akuntabel, dalam hal ini adalah tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) dan 
terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean 
governance). Salah satu manifestasi 
pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) yang menjadi 
tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu 
sistem pengelolaan kekayaan daerah yang 
memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. 
Barang milik daerah merupakan komponen 
penting dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Pengelolaan barang milik daerah memerlukan 
perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan 
nilai barang milik daerah dari tahun ke tahun 
yang cukup signifikan. 
Sejak ditetapkannya kewajiban 
penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan 
keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian dan 
penyajian serta pengungkapan barang milik 
daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena 
barang milik daerah memiliki nilai yang sangat 
signifikan dan sangat kompleks. Upaya 
peningkatan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan daerah tidak dapat 
dilakukan tanpa pembenahan pengelolaan 
barang milik daerah.  
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi 
daerah dan desentralisasi bahwa pelaksanaan 
desentralisasi tidak hanya sebatas pada 
desentralisasi pengelolaan keuangan dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari 
pemerintah daerah ke SKPD, tetapi juga 
desentralisasi pengelolaan aset daerah hingga ke 
level satuan kerja. Jika pada era sebelumnya 
pengelolaan barang milik daerah tersentralisasi 
di biro/bagian perlengkapan, maka saat ini 
pengelolaan aset tersebut didesentralisasikan ke 
masing-masing SKPD. Oleh karena itu menjadi 
sangat penting bagi pemerintah daerah untuk 
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mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan barang 
milik daerah agar dapat dikelola secara optimal. 
Pengelolaan barang milik daerah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2006 
Tentang pengelolaan barang milik daerah yang 
kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah 
No. 38 tahun 2008. Peraturan ini ditindaklanjuti 
dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman 
teknis dalam pengelolaan barang milik daerah 
yang memiliki tujuan untuk menyeragamkan 
langkah dan tindakan dalam pengelolaan 
barang. 
Sumber daya manusia adalah pilar 
penyangga utama sekaligus penggerak roda 
organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan 
misi tujuannya. Suatu sistem yang sebaik 
apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak 
ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia 
yang memadai khususnya kualitas pribadi 
sumber daya manusia yang terdiri dari potensi 
pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari 
sumber daya yang bersangkutan. Sumber daya 
manusia yang kurang memadai menjadi masalah 
klasik dalam pengelolaan keuangan. Hal ini 
meliputi sumber daya manusia yang tidak 
kompeten dan cenderung resisten terhadap 
perubahan. Sebaik apapun sistem yang 
dibangun, jika tidak didukung oleh sumber daya 
manusia yang kompeten, memiliki integritas 
dan nilai etika, maka sistem itu tidak dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. (Shabrina, 
2014). 
Pelaksanaan dan pengelolaan barang milik 
daerah yang baik harus dilakukan dengan 
penatausahaan yang tertib dan teratur sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Barang milik 
daerah merupakan salah satu faktor yang paling 
strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Pada umumnya nilai BMD merupakan nilai 
yang paling besar dibandingkan dengan akun 
lain pada laporan keuangan. Jika penatausahaan 
tidak tertib, maka barang milik daerah yang 
dilaporkan dalam neraca menjadi tidak valid, 
akibatnya neraca tersebut tidak mencerminkan 
nilai aset yang sewajarnya. (Mahmudi, 2010).  
Keberagaman data pencatatan aset 
memunculkan masalah dalam penatausahaan, 
oleh karenanya proses penatausahaan 
membutuhkan perhatian serius pemerintah 
daerah mengingat golongan aset yang 
dipersyaratkan harus sesuai standar akuntansi 
pemerintahan sebab tidak semua data telah 
lengkap atau dimiliki dengan benar dan 
pencatatannya belum terintegrasi. Dengan tidak 
adanya data yang terintegrasi, maka akan sangat 
menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat 
status neraca yang dapat diyakini oleh 
stakeholder. Kepercayaan tersebut meliputi 
kebenaran terhadap lokasi/alamat aset, jumlah 
aset, penguna aset, spesifikasi aset dan nilai aset 
(Yusuf, 2010:9). 
Aset yang dimiliki pemerintah daerah 
sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. 
Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis 
besar dan secara fisik terdiri dari berbagai jenis 
dan tersebar lokasinya menimbulkan 
kompleksitas dan berpotensi memunculkan 
permasalahan baik dalam pengelolaan, 
pemanfaatan, maupun pencatatannya 
disebabkan lemahnya koordinasi dan 
pengawasan atas pengelolaan aset daerah 
(Mahmudi, 2010). 
Dalam rangka mengelola barang milik 
daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, 
perlu dilakukan pengamanan sehingga memberi 
nilai aset bagi daerah. Pengamanan adalah 
kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban 
dalam upaya pengurusan barang milik daerah 
secara fisik, administratif dan tindakan hukum 
agar barang-barang milik daerah dapat 
dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari 
penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari 
pihak lain (Ketaren, 2014). 
Penatausahaan keuangan yang baik dalam 
pemerintah disajikan secara wajar dalam 
laporan keuangan yang didasarkan pada opini 
yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Berdasarkan data yang dirilis oleh BPK, 
Kabupaten Buol belum pernah sekalipun meraih 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hingga 
tahun 2015 Kabupaten Buol hanya mampu 
meraih opini Wajar Dengan Pengecualian 
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(WDP), salah satu pengecualian Kabupaten 
Buol sehingga belum mendapatkan opini WTP 
adalah terkait masalah pengelolaan aset/barang 
milik daerah masih kurang optimal. Sesuai 
dengan temuan pada tahun 2015, BPK belum 
meyakini aset berupa mesin, peralatan dan aset 
lainnya yang tidak diketahui keberadaannya 
berjumlah Rp33,77 milyar rupiah. Nilai tersebut 
merupakan nilai yang sangat berpotensi 
menyebabkan kerugian daerah. Serta beberapa 
permasalahan diantaranya masih banyak aset 
yang dikuasai oleh pihak lain, pengawasan dan 
pengendalian aset masih lemah, penatausahaan 
aset yang belum memadai, aset tetap tidak 
didukung oleh bukti kepemilikan yang sah, 
pengurus/penyimpan barang lalai 
menatausahakan barang milik daerah. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengamanan barang milik 
daerah secara administrasi, hukum dan fisik 
juga belum dilakukan secara memadai. (IHPS I, 
II BPK-RI, 2015). 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) 
Bagaimana sumber daya manusia, 
penatausahaan, pengawasan dan pengamanan 
BMD pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol; 
2) Apakah sumber daya manusia, 
penatausahaan, dan pengawasan secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap pengamanan 
BMD pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol; 
3) Apakah sumber daya manusia secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap pengamanan 
BMD pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol; 
4) Apakah penatausahaan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap pengamanan 
BMD pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol; 
5) Apakah pengawasan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap pengamanan 
BMD SKPD Pemerintah Kabupaten Buol.  
Mengacu pada rumusan masalah yang 
telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam  penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan 
tentang sumber daya manusia, penatausahaan, 
pengawasan dan pengamanan barang milik 
daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol; 
2) Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh sumber daya manusia, penatausahaan, 
pengawasan secara simultan dan signifikan 
terhadap pengamanan BMD pada SKPD 
Pemerintah Kabupaten Buol; 3) Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber 
daya manusia secara parsial dan signifikan 
terhadap pengamanan BMD pada SKPD 
Pemerintah Kabupaten Buol; 4) Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh 
penatausahaan secara parsial dan signifikan 
terhadap pengamanan BMD pada SKPD 
Pemerintah Kabupaten Buol; 5) Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh 
pengawasan secara parsial dan signifikan 
terhadap pengamanan BMD pada SKPD 
Pemerintah Kabupaten Buol. 
  
METODE 
Jenis penelitian yang akan digunakan 
untuk menganalisis penelitian mengenai 
“Pengaruh Sumber Daya Manusia, 
Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik 
Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik 
Daerah pada SKPD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Buol” adalah jenis penelitian 
penjelasan (explanatory/confirmatory research), 
penelitian ini menjelaskan hubungan kausal 
antara variabel-variabel dengan melalui 
pengujian hipotesis yang telah dirumuskan 
sebelumnya.  
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 
52 SKPD yang berada di lingkungan 
Pemerintahan Kabupaten Buol yang terdiri dari 
Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling 
jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila 
semua anggota populasi digunakan sebagai 
sampel, (Sugiyono, 2011:68). Responden dalam 
penelitian ini adalah kasubbag keuangan & aset 
dan pengurus barang, dimana masing-masing 
SKPD akan diberikan 2 (dua) kuesioner yang 
semuanya berjumlah 104 (seratus empat) 
responden. 
Sumber data dalam penelitian ini berupa 
data primer. Data primer yang dimaksud berupa 
opini dari responden yang diperoleh dengan 
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memberikan kuisioner yang telah disusun 
kepada responden. 
 Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: Variabel bebas 
(independen) yang terdiri dari: sumber daya 
manusia (X1), penatausahaan (X2) dan 
pengawasan (X3) serta Variabel terikat yaitu 
pengamanan BMD (Y). Defenisi operasioanal 
masing-masing variabel penelitian adalah 
sebagai berikut : 
1. Sumber daya manusia (X1) merupakan pilar 
penyangga utama sekaligus penggerak roda 
organisasi dalam usaha mewujudkan visi 
dan misi tujuannya. 
2. Penatausahaan (X2) adalah rangkaian 
kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barang milik 
daerah yang harus dicatat dalalm daftar 
barang kuasa pengguna. 
3. Pengawasan (X3) adalah usaha atau 
kegiatan untuk mengetahui dan menilai 
kenyataan yang sebenarnya mengenai 
pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 
pengelolaan barang milik daerah apakah  
dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan. 
4. Pengamanan BMD (Y) adalah kegiatan atau 
tindakan pengendalian dalam pengurusan 
barang milik daerah dalam bentuk 
pengamanan fisik, administratif dan 
tindakan upaya hukum. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, 
wawancara dan observasi. 
Teknik analisa data yang digunakan pada 
penelitian ini meliputi: 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yang mendasari 
penggunaan analisis regresi berganda. 
Model regresi berganda yang dilakukan 
dalam pengujian hipotesis harus terhindar 
dari kemungkinan terjadinya penyimpangan 
asumsi klasik tersebut. Syarat-syarat yang 
harus dipenuhi adalah data tersebut harus 
terdistribusikan secara normal, tidak 
mengandung multikoloniaritas, dan 
heterokedastisitas. 
2. Uji Regresi Linear Berganda 
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
sumber daya manusia, penatausahaan, dan 
Pengawasan, terhadap pengamanan BMD 
SKPD yang ada di Kabupaten Buol. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan formulasi 
sebagai berikut:   
 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Dimana : 
Y    = Pengamanan barang milik daerah 
a0  = konstanta, yaitu nilai Y jika nilai seluruh 
variabel lain adalah nol 
b1   = Koefisien regresi dari X1 
b2 = Koefisien regresi dari X2 
b3 = Koefisien regresi dari X3 
X1 = Sumber daya manusia 
X2 = Penatausahaan 
X3 = Pengawasan 
e  = Kesalahan pengganggu (error term) 
 
3. Pengujian Hipotesis 
 Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 
dilakukan terdiri dari pengujian secara simultan 
(Uji F), pengujian secara parsial (Uji t) dan 
analisis koefisien determinasi R Square (R
2
). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Normalitas bertujuan mengkaji apakah 
dalam sebuah model regresi variabel dependen 
(terikat), variabel independen (bebas) atau 
keduanya mempunyai distribusi normal ataukah 
tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah: 1) 
Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas; 2) Jika 
menyebar jauh dari diagonal maka model 
regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
Hasil Uji Normalitas data dapat dilihat 
pada titik sebaran data yang dihasilkan dalam 
penelitian ini sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data dalam penelitian ini adalah data 
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normal, sebagaimana terlihat pada gambar 
berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Hasil Uji Normalitas 
 
Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas dideteksi dengan 
menggunakan Tolerance Value dan Variance 
Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance value 
diatas 0,10 atau nilai Variance Inflation Factors 
(VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi 
multikolinearitas.  
Hasil Uji multikolinearitas dengan 
menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) 
seperti pada Tabel berikut: 
 
Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 
 
 
 
 
Sumber: Data Olahan SPSS 
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 
tolerance semua variabel independen > 0.1 dan 
nilai VIF semua variabel independen < 10, 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
model regresi terbebas dari multikolinearitas. 
 
 
Uji Heterokedastisitas 
Pendekatan heterokedastisitas 
menggunakan grafik scatterplot dan uji glejser. 
Model regresi yang terbentuk tersaji pada 
gambar berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas 
 
Berdasarkan gambar di atas terlihat titik-
titik menyebar secara acak, tidak membentuk 
sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar 
baik di atas maupun dibawah angka 0 pada 
sumbu Y. Hal ini memberi makna bahwa 
persamaan regresi memenuhi asumsi 
heteroskedastisitas. 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Berkaitan dengan penelitian ini alat 
analisis statistik parametrik regresi linear 
berganda yang digunakan untuk mengukur 
pengaruh  sumber daya manusia (X1), 
Penatausahaan (X2), dan Pengawasan (X3) 
terhadap Pengamanan BMD pada SKPD 
Kabupaten Buol. Berikut hasil pengujian 
hubungan antar variabel dengan menggunakan 
regresi linear berganda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan perhitungan diperoleh 
persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
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Y =  2,104 + 0,104X1 + 0,210X2 + 0,139X3 
Persamaan di atas menunjukkan, 
variabel independen yang dianalisis berupa 
variabel (X1, X2 dan X3,) memberi pengaruh 
terhadap variable independen ( Y ) model 
analisis regresi pengamanan BMD pada SKPD 
Pemerintah Kabupaten Buol dapat dilihat 
sebagai berikut: 
1. Nilai constanta  sebesar 2,104 berarti 
pengamanan BMD mempunyai nilai 
sebesar 2,104 tanpa adanya pengaruh 
variabel-variabel bebas. 
2. Sumber daya manusia (X1) dengan 
koefisien regresi 0,104 ini berarti terjadi 
pengaruh yang positif antara sumber daya 
manusia dan pengamanan BMD. Artinya 
semakin baik sumber daya manusia maka 
pengamanan BMD akan semakin baik pula. 
3. Penatausahaan (X2) dengan koefisien 
regresi 0,210 ini berarti terjadi pengaruh 
yang positif antara penatausahaan dan 
pengamanan BMD. Hal ini menunjukkan 
bahwa dengan adanya penatausahaan yang 
baik, maka akan semakin baik pengamanan 
BMD. 
4. Pengawasan (X3) dengan koefisien regresi 
0,139 ini berarti terjadi pengaruh yang 
positif antara pengawasan dan pengamanan 
BMD. Artinya semakin baik pengawasan 
maka akan semakin baik pengamanan 
BMD. 
 
Pengujian Hipotesis  
Pengujian Hipotesis Pertama 
Uji simultan adalah sebuah pengujian 
untuk mengetahui apakah variabel independen 
(X) yang diteliti memilki pengaruh terhadap 
variabel dependen (Y) berarti semua variabel 
bebasnya, yakni sumber daya manusia (X1), 
penatausahaan (X2), dan pengawasan (X3), 
dengan variabel tidak bebasnya pengamanan 
barang milik daerah. 
Berdasarkan hasil uji determinasi 
(kehandalan model) memperlihatkan nilai 
Adjusted R
2
= 0,237. Hal ini berarti bahwa 
sebesar 23,7% variabel tidak bebas dipengaruhi 
oleh ketiga variabel bebas, selebihnya sebesar 
76,3% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya dari 
hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 11,641  
pada taraf nyata ά = 0,05 atau α < 0,05. Dari 
tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai 
signifgikansi F = 0,000. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa  secara bersama-sama 
(simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel tidak 
bebasnya. Dengan demikian maka hipotesis 
pertama yang menyatakan bahwa Secara 
simultan sumber daya manusia, penatausahaan, 
dan pengawasan berpengaruh signifikan 
terhadap pengamanan barang milik daerah pada 
SKPD Pemerintah Kabupaten Buol. berdasarkan  
hasil uji F ternyata terbukti. 
 
Pengujian Hipotesis Kedua, Ketiga dan 
Keempat  
Pengujian secara parsial dimaksudkan 
untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 
bebas terhadap variabel tidak bebasnya, sebagai 
berikut: 
 
Sumber Daya Manusia (X1) 
Variabel sumber daya manusia, hasil 
perhitungannya menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi sebesar 0,104, sementara 
tingkat signifikasi t sebesar 0,167. Dengan 
demikian nilai sig t > 0,05. Sehingga dapat 
dinyatakan bahwa variabel sumber daya 
manusia mempunyai pengaruh namun tidak 
signifikan terhadap pengamanan barang milik 
daerah pada SKPD Kabupaten Buol. Dengan 
demikian maka hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa Sumber daya manusia 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
pengamanan barang milik daerah pada SKPD 
Pemerintah Kabupaten Buol berdasarkan uji t 
ternyata tidak terbukti. 
 
Penatausahaan (X2) 
Variabel penatausahaan, hasil 
perhitungannya menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi sebesar 0,210, sementara 
tingkat signifikasi t sebesar 0,002. Dengan 
demikian nilai sig t < 0,05 pada taraf 
Aljufri Bokingo, dkk. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik ..........................49 
 
 
kepercayaan 95%, sehingga dapat dinyatakan 
bahwa variabel penatausahaan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pengamanan 
BMD pada SKPD Kabupaten Buol. Dengan 
demikian maka hipotesis ketiga yang 
menyatakan bahwa Secara parsial 
penatausahaan berpengaruh signifikan terhadap 
pengamanan BMD pada SKPD Kabupaten Buol 
berdasarkan uji t ternyata terbukti. 
 
Pengawasan  (X3) 
Variabel pengawasan, hasil 
perhitungannya menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi sebesar 0,139, sementara 
tingkat signifikasi t sebesar 0,000, dengan 
demikian nilai sig t < 0,05 pada taraf 
kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa variabel pengawasan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pengamanan 
BMD pada SKPD Kabupaten Buol. Dengan 
demikian maka hipotesis keempat yang 
menyatakan bahwa Secara parsial pengawasan 
berpengaruh signifikan terhadap pengamanan 
BMD pada SKPD Kabupaten Buol berdasarkan 
uji t ternyata terbukti. 
 
Pengaruh Sumber Daya Manusia, 
Penatausahaan, Pengawasan Terhadap 
Pengamanan BMD  
Berdasarkan analisis terhadap pengaruh 
sumber daya manusia, penatausahaan, 
pengawasan BMD terhadap pengamanan BMD 
pada SKPD Kabupaten Buol diperoleh bahwa 
variabel sumber daya manusia (X1), 
penatausahaan (X2), dan pengawasan BMD (X3) 
berpengaruh simultan dan signifikan terhadap 
pengamanan BMD (Y). Hal ini dapat 
diinterpretasikan bahwa dengan adanya sumber 
daya manusia, penatausahaan, serta pengawasan 
yang baik maka akan memberikan implikasi 
yang baik pula terhadap peningkatan 
pengamanan barang milik daerah SKPD 
Kabupaten Buol. 
Pengelolaan barang milik daerah dimulai 
dengan penyiapan sumber daya manusia yang 
mumpuni dan memiliki pemahaman yang baik 
tentang pengelolaan barang milik daerah. Hal 
ini penting karena dengan sumber daya manusia 
yang berkualitas maka penerapan pengelolaan 
barang milik daerah dapat dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
menyatakan bahwa kepala SKPD selaku 
pengguna barang berwenang dan 
bertanggungjawab melakukan pencatatan dan 
inventarisasi barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya. Pencatatan barang milik 
daerah sangat penting dikarenakan catatan 
tersebut dijadikan obyek audit oleh BPK dalam 
meyakini penyajian laporan keuangan SKPD 
dan Pemerintah Daerah. Hasil dari 
penatausahaan ini nantinya dapat digunakan 
dalam rangka penyusunan neraca setiap tahun, 
perencanaan kebutuhan pengadaan dan 
pemeliharaan BMD setiap tahun untuk 
digunakan sebagai bahan penyusunan rencana 
anggaran, dan pengamanan administrasi BMD. 
Dengan penatausahaan yang tertib maka akan 
dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat 
yang berdampak pada tersedianya database yang 
memadai dalam penyusunan rencana kebutuhan 
dan pengganggaran dan akan dihasilkan pula 
laporan aset daerah di neraca dengan angka 
yang tepat dan akurat.  
Kelancaran penyelenggaraan dan tertib 
administrasi pengelolaan barang milik daerah 
secara efesien dan efektif diperlukan 
pengawasan untuk mengetahui dan menilai 
kenyataan yang sebenarnya mengenai 
pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 
dibandingkan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pengawasan 
sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari 
setiap pimpinan sesuai tingkatannya.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Sibarani (2013), 
Ketaren (2014) yang menyatakan bahwa 
penatausahaan dan pengawasan berpengaruh 
secara simultan terhadap pengamanan barang 
milik daerah. 
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Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap 
Pengamanan BMD  
Menurut PP No 6 Tahun 2006 dan 
Permendagri 17 Tahun 2007 dengan jelas 
menyatakan bahwa Kepala SKPD adalah 
Pengguna Barang wajib melakukan 
pengamanan barang yang ada dalam 
penguasaannya. Sebagai pondasi bagi seluruh 
proses pengamanan barang milik daerah, setiap 
instansi pemerintah harus menciptakan dan 
memelihara lingkungan dalam organisasi yang 
mendorong perilaku positif dan manajemen 
yang sehat. Utamanya adalah untuk mendorong 
tersedianya seluruh pengelola aset yang 
memiliki kesadaran yang kuat tentang 
pentingnya pengamanan barang milik daerah. 
Sistem yang baik tidak akan ada artinya, jika 
tidak dapat berjalan dan tidak dilaksanakan oleh 
orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi 
terhadap tugasnya. Pengelola barang, pengguna 
barang dan/ atau kuasa pengguna barang wajib 
melakukan pengamanan barang milik negara 
yang berada dalam penguasaannya, karena 
manusia pelaksana merupakan faktor esensial 
dalam penyelenggaraan pemerintah dan 
manusia merupakan subjek dalam aktivitas 
pemerintah. Dari semua pernyataan menyatakan 
bahwa peran dan kemampuan sumber daya 
manusia yang baik sangat berpengaruh terhadap 
pengamanan aset negara. Oleh karena itu perlu 
adanya sumber daya aparatur yang memiliki 
pemahaman akan seluruh pengelolaan aset. 
(Hamidah, 2013). 
Hasil pengujian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Ranusentika 
(2016), yang menyatakan bahwa sumber daya 
manusia pengelola barang milik daerah di 
Kabupaten Donggala dilihat dari kualitas tingkat 
pendidikan dan pengalamannya serta 
kemampuan teknis yang dimiliki belum 
terimplementasi dengan baik. Senada dengan 
penelitian itu, ketersediaan sumber daya 
manusia pengelola BMD di Kabupaten Buol 
juga belum mendukung dari segi kualitas dan 
kuantitas. Sebagian besar pegawai pengelola 
BMD tidak memiliki latar belakang pendidikan 
akuntansi, sementara perundang-undangan telah 
mewajibkan setiap satuan kerja untuk 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan, maka pegawai yang ada 
diberdayakan sebisa mungkin. Kelemahan yang 
ada diimbangi dengan mengikutsertakan 
pegawai dalam pelatihan-pelatihan maupun 
pendidikan tambahan yang berhubungan dengan 
akuntansi dan pelaporan BMD. Kegagalan 
sumber daya manusia pemerintah daerah dalam 
memahami dan menerapkan sistem akuntansi 
akan berdampak pada kekeliruan laporan 
keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian 
laporan dengan standar yang ditetapkan 
pemerintah. 
Latar belakang pendidikan mempunyai 
peran yang sangat penting karena dengan 
pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan 
dalam proporsi tertentu diharapkan dapat 
memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu 
pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 
dengan lebih cepat dan tepat. Sumber daya 
manusia yang berlatar belakang pendidikan 
akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman 
di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam 
suatu pekerjaan yang berhubungan dengan 
penyusunan laporan keuangan. Namun akhir-
akhir ini terdapat permasalahan terkait latar 
belakang pendidikan dalam penyusunan laporan 
keuangan pemerintah. Masalah-masalah 
tersebut adalah belum dimilikinya atau 
kurangnya sumber daya manusia berlatar 
pendidikan akuntansi, belum ada kebijakan 
rekruitmen pegawai berlatar belakang akuntansi, 
dan adanya anggapan bahwa sumber daya 
manusia yang bukan berlatar belakang akuntansi 
mampu melaksanakan tugas dengan modal 
pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan 
(Nazier dalam Darno, 2013). 
Sesuai fakta-fakta terkait dengan 
pengelolaan barang milik daerah yang 
dikemukakan BPK, tergambar pentingnya peran 
sumber daya manusia (pengurus barang) dalam 
proses pengelolaan barang milik daerah 
khususnya pengamanan BMD, karena 
merekalah ujung tombak terdepan pelaksana 
pengamanan BMD di lapangan. Walaupun 
penting, terkadang fungsi dan perannya 
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terkesampingkan dibanding bendahara 
keuangan dalam penatausahaan keuangan. 
Padahal bila dibandingkan justru nilai likuiditasi 
aset cenderung lebih besar dari jumlah uang 
yang dikelola pemerintah, sebagaimana sering 
disampaikan dalam LHP BPK RI terkait 
masalah aset LKPD (Untailawan, 2013).  
Pemimpin memberlakukan kebijakan 
mutasi pengelola BMD setiap beberapa tahun 
sekali. Selain itu, komunikasi intens dilakukan 
oleh operator terhadap pihak-pihak terkait 
dengan pengelolaan BMD. Inovasi dilakukan 
supaya temuan BPK yang sama tidak berulang 
di masa mendatang. Pembinaan secara terus 
menerus dilakukan untuk meningkatkan 
kompetensi. Regenerasi pengelola operator 
menjaga keberlangsungan data pengelolaan 
BMD. (Vijay, 2015). 
Pengaruh Penatausahaan Terhadap 
Pengamanan BMD  
Penatausahaan barang milik daerah 
merupakan fungsi yang sangat strategis dan 
vital. Dengan langkah inventarisasi dan 
revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan 
mampu memperbaiki/menyempurnakan 
administrasi pengelolaan BMD yang ada saat 
ini. Dengan langkah inventarisasi BMD 
tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat 
terwujud database BMD yang akurat dan 
reliable, sehingga dapat dipergunakan bagi 
kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan 
penganggaran atas belanja barang dan/atau 
belanja modal pada kementreian/lembaga 
negara.  
Hasil pengujian tersebut di atas tidak 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Ketaren (2014), yang menyatakan bahwa 
penatausahaan tidak berpengaruh positif 
signifikan terhadap pengamanan barang milik 
daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 
Penatausahaan barang milik daerah yang terdiri 
dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan 
merupakan kegiatan yang penting untuk 
memperbaiki persoalan-persoalan mengenai 
pengamanan barang milik daerah seperti 
keakuratan dalam penyajian data BMD yang 
dikelola SKPD, kejelasan status penggunaan 
BMD. (Suwanda, 2013:199).  Dengan 
penatausahaan yang baik maka dapat 
memperoleh data yang akurat dan valid untuk 
penyusunan laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
Penatausahaan barang milik daerah yang 
merupakan bagian dari sistem pengelolaan 
barang milik daerah sangat diperlukan dalam 
tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang 
milik daerah. Dengan penatausahaan barang 
milik daerah yang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, akan dapat diketahui secara pasti nilai 
kekayaan daerah, status kepemilikan, 
pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap 
barang milik daerah yang dikuasai pemerintah 
daerah (Fauduzzakiah, 2013). Hal ini akan 
menghasilkan sinkronisasi antara laporan 
keuangan pemerintah daerah dengan laporan 
barang milik daerah, dengan demikian Badan 
Pemeriksa Keuangan dapat memberikan opini 
wajar tanpa pengecualian terhadap laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
Siregar (2004:561) mengatakan bahwa 
salah satu masalah utama pengelolaan barang 
(aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam 
pengelolaan data barang (aset). Ini 
menyebabkan pemerintah daerah kesulitan 
untuk mengetahui secara pasti aset yang 
dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang 
dikelola pemerintah daerah cenderung tidak 
optimal dalam penggunaannya dan akan 
mengalami kesulitan untuk mengembangkan 
pemanfaatan aset pada masa yang akan datang. 
Pengaruh Pengawasan Terhadap 
Pengamanan BMD  
Pengawasan dan pengendalian, dalam 
pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan 
suatu permasalahan yang sering terjadi pada 
pemerintah daerah saat ini. Suatu sarana yang 
efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini 
adalah melalui pengembangan SIMA (Sistem 
Informasi Manajemen Aset). Melalui sistem ini 
maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset 
sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas, 
karena keempat aspek di atas diakomodir dalam 
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suatu sistem yang termonitor dengan jelas 
seperti sistem arus keuangan yang terjadi di 
perbankan, sehingga penanganan dan 
pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana 
hingga pimpinan mempunyai otoritas yang 
jelas. Fungsi pengawasan sangat penting untuk 
menjamin kelancaran pengelolaan barang milik 
daerah, pengawasan pengendalian dalam 
pemanfaatan sering menjadi permasalahan 
dalam pemerintah daerah (Siregar, 2004:520). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh Sibarani 
(2013), yang menunjukkan bahwa Pengawasan 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Pengamanan BMD. Dan kemudian 
menyimpulkan bahwa untuk mengamankan 
barang milik daerah perlu dilakukan 
pengawasan yang ketat terhadap tahap 
pengelolaan barang milik daerah. Pengelola 
berwenang melakukan pemantauan dan 
investigasi atas pelaksanaan penggunaan, 
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang 
milik daerah dalam rangka penertiban 
penggunaan, pemanfaatan dan pemindatanganan 
barang milik daerah sesuai ketentuan yang 
berlaku (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007).   
Pengawasan Barang Milik Negara 
mengandung pengertian proses penetapan 
ukuran keberhasilan dan pengambilan tindakan 
yang mendukung pencapaian hasil yang 
diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku 
dalam rangka terwujudnya manajemen aset 
yang baik (Manajemen Pengawasan, BPKP: 
2007). Intinya adalah bahwa kegiatan 
pengawasan merupakan proses untuk 
menetapkan ukuran kinerja dan mengambil 
tindakan yang dapat mendukung pencapaian 
hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja 
yang telah ditetapkan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
1. Sumber daya manusia pengelola BMD di 
SKPD Kabupaten Buol sangat dipengaruhi 
oleh latar belakang pendidikan, tingkat 
pemahaman materi pengelolaan BMD 
yang diberikan, serta masa kerja di bagian 
pengelolaan BMD masih tergolong rendah. 
Penatausahaan BMD di SKPD Kab. Buol 
sudah cukup baik, pengawasan BMD dari 
aparat pengawas fungsional masih perlu 
ditingkatkan lagi. 
2. Sumber daya manusia, penatausahaan, dan 
pengawasan secara simultan memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap 
pengamanan barang milik daerah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.  
3. Sumber daya manusia berpengaruh namun 
tidak signifikan terhadap pengamanan 
barang milik daerah Pemerintah Daerah 
Kabupaten Buol. 
4. Penatausahaan berpengaruh signifikan 
terhadap pengamanan barang milik daerah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.  
5. Pengawasan berpengaruh signifikan 
terhadap pengamanan barang milik daerah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.  
 
Rekomendasi 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Buol. 
Perlu adanya peningkatan sumber daya 
manusia di bidang akuntansi, mengingat 
minimnya tenaga akuntansi yang bekerja 
sebagai pengelola barang milik daerah, 
mengadakan pelatihan-pelatihan yang 
berkesinambungan terkait dengan pengelolaan 
barang milik daerah, menetapkan masa kerja 
pengelola barang milik daerah minimal 5 tahun, 
setiap ada mutasi BMD harus dicatat dengan 
baik, melakukan opname fisik minimal setahun 
sekali, membuat laporan penerimaan, 
penyaluran, persediaan barang dengan baik, 
secara rutin meminta aparat pengawas 
fungsional untuk melakukan audit atas 
pengelolaan barang milik daerah. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan kepada peneliti selanjutnya 
agar dapat mengembangkan penelitian tentang 
hal-hal yang mempengaruhi pengamanan 
barang milik daerah dengan menambahkan 
variabel lainnya seperti Perencanaan kebutuhan 
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dan Penganggaran BMD, Pengadaan, 
Penggunaan, Pemanfaatan, Penilaian, 
Pemindahtanganan, Pemusnahan, 
Penghapusan, Tuntutan ganti rugi, sehingga 
dapat menambah referensi dalam memperkaya 
ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-
faktor lain yang benar-benar menjadi unsur 
determinasi terhadap pengamanan barang milik 
daerah, serta menambahkan metode penelitian 
dengan melakukan wawancara langsung untuk 
mengumpulkan data yang dapat lebih valid dan 
lengkap, responden juga sebaiknya melibatkan 
anggota DPRD dan masyarakat secara umum. 
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